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ABSTRAK

Penelitian ini  dilatarbelakangi  oleh
pentingnya peran Justice Collaborator dalam
membantu aparat penegak hukum mengungkap
suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana
pembunuhan berencana yang dilakukan secara
bersama-sama dan melibatkan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Justice Collaborator
memiliki kedudukan yang kompleks karena di satu
sisi merupakan pelaku tindak pidana, sedangkan di
sisi lain memberikan kerja sama kepada aparat
penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana
yang terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah: (1) bagaimana pengaturan tentang Justice
Collaborator; dan (2) bagaimana penerapan hukum
terhadap Justice Collaborator dalam kasus
pembunuhan berencana oleh anggota Polri
berdasarkan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN
Jkt.Sel. atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif, dengan menggunakan pendekatan
peraturan perundang-undangan dan pendekatan
kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri
atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui
studi kepustakaan (/ibrary research). Bahan hukum
tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk
memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai
pengaturan serta penerapan hukum terhadap Justice
Collaborator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan
mengenai Justice Collaborator di Indonesia terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Perlindungan Saksi dan Korban
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014, serta diperkuat dengan Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan
Peraturan  Bersama  Tahun 2011 tentang
Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi
Pelaku yang Bekerja Sama. Dalam Putusan Nomor
798/Pid.B/2022/PN  Jkt.Sel., Richard Eliezer
Pudihang Lumiu dinyatakan terbukti secara sah dan
meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan
berencana sebagaimana didakwakan berdasarkan
Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam
perkara tersebut, status dan kerja sama terdakwa
sebagai Justice Collaborator menjadi salah satu hal
yang dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana.
Penerapan Justice Collaborator menunjukkan
bahwa kerja sama pelaku dengan aparat penegak
hukum dapat menjadi bagian penting dalam
mengungkap rangkaian tindak pidana dan
membantu proses penegakan hukum, dengan tetap
memperhatikan persyaratan dan ketentuan hukum
yang berlaku.

Kata  Kunci: Justice  Collaborator,

Pembunuhan Berencana, Anggota Polri, Penegakan
Hukum, Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia ~ merupakan  negara  hukum
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagai negara hukum, setiap proses
penegakan  hukum  harus
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
serta menjamin keadilan, kepastian hukum, dan
perlindungan hak asasi manusia. Salah satu
bentuk penegakan hukum tersebut adalah
penanganan tindak pidana, khususnya tindak

dilaksanakan

pidana yang menghilangkan nyawa seseorang.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu
tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan
tinggi karena dilakukan dengan adanya
perencanaan terlebih dahulu. Dalam perkara

yang  dilakukan  secara  bersama-sama,
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pembuktian mengenai peran dan
pertanggungjawaban masing-masing pelaku
menjadi lebih kompleks. Permasalahan tersebut
menjadi semakin penting apabila tindak pidana
melibatkan anggota Polri yang selain tunduk
pada hukum pidana juga terikat pada ketentuan
disiplin dan kode etik profesi kepolisian.

Dalam proses pengungkapan tindak pidana
yang dilakukan  secara  bersama-sama,
keberadaan pelaku yang bersedia memberikan
informasi dan bekerja sama dengan aparat
penegak hukum dapat membantu mengungkap
rangkaian peristiwa serta peran masing-masing
pihak. Pelaku yang bekerja sama tersebut
dikenal sebagai Justice Collaborator atau Saksi
Pelaku yang Bekerja Sama. Justice
Collaborator memiliki kedudukan khusus
karena di satu sisi tetap bertanggung jawab atas
tindak pidana yang dilakukannya, tetapi di sisi
lain memberikan kerja sama kepada aparat
penegak hukum untuk mengungkap tindak
pidana.

Pengaturan mengenai Justice Collaborator di
Indonesia terdapat antara lain dalam Undang-
Undang tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama
Tahun 2011. Pemberian status Justice
Collaborator tidak menghapus
pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi
kerja sama yang diberikan dapat menjadi salah
satu hal yang dipertimbangkan dalam proses
peradilan sesuai dengan ketentuan hukum.

Salah satu perkara yang berkaitan dengan
penerapan Justice Collaborator adalah perkara
pembunuhan  berencana dalam  Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. atas nama Richard
Eliezer Pudihang Lumiu. Dalam perkara
tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti turut
serta melakukan pembunuhan berencana dan

Jurnal Fakultas Hukum Unsrat

pada saat yang sama memberikan kerja sama
dalam proses pengungkapan perkara. Hal
tersebut menimbulkan persoalan hukum
mengenai  bagaimana kedudukan Justice
Collaborator dan bagaimana penerapan hukum
terhadap pelaku yang memperoleh status
tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini
dilakukan untuk mengkaji pengaturan Justice
Collaborator dalam sistem hukum Indonesia
serta penerapan hukum terhadap Justice
Collaborator dalam kasus pembunuhan
berencana yang melibatkan anggota Polri,
dengan studi kasus  Putusan  Nomor
798/Pid.B/2022/PN  Jkt.Sel. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan pemahaman
mengenai kedudukan, perlindungan, serta
penerapan hukum terhadap Justice
Collaborator dalam proses penegakan hukum
pidana.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan
Collaborator

tentang Justice

Justice Collaborator atau Saksi Pelaku yang
Bekerja Sama merupakan pelaku tindak pidana
yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak
hukum untuk mengungkap tindak pidana yang
dilakukan  secara  bersama-sama, termasuk
mengungkap pelaku lain, rangkaian peristiwa,
maupun fakta penting dalam suatu perkara.
Kedudukan Justice Collaborator berbeda dengan
saksi biasa karena yang bersangkutan tetap
merupakan pelaku tindak pidana dan tidak terbebas
dari pertanggungjawaban pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan
mengenai Justice Collaborator tidak secara khusus
diatur dalam KUHAP, tetapi terdapat dalam
beberapa ketentuan hukum. Dasar utamanya adalah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014. Pengaturannya diperkuat melalui Surat
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Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan
Peraturan Bersama Tahun 2011 mengenai
perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi
pelaku yang bekerja sama.

Pada prinsipnya, Justice Collaborator diberikan
perlindungan karena memberikan kerja sama yang
penting bagi proses penegakan  hukum.
Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan
terhadap keamanan dan keselamatan serta bentuk
penghargaan tertentu sesuai ketentuan hukum.
Kerja sama yang diberikan juga dapat menjadi
pertimbangan dalam proses penuntutan maupun
penjatuhan pidana.

Namun, tidak setiap pelaku yang mengakui
kesalahan atau bersikap kooperatif dapat secara
otomatis memperoleh status Justice Collaborator.
Harus terdapat kontribusi yang nyata dan signifikan
dalam mengungkap tindak pidana, serta pemenuhan
persyaratan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan. Keterangan yang diberikan
juga harus diuji dan didukung dengan alat bukti lain
sesuai prinsip pembuktian dalam hukum acara
pidana.

Dalam konteks pembunuhan berencana yang
dilakukan secara bersama-sama, keberadaan Justice
Collaborator memiliki arti penting karena dapat
membantu  mengungkap perencanaan, motif,
pembagian peran, dan keterlibatan masing-masing
pelaku. Hal tersebut menjadi semakin penting
apabila perkara melibatkan aparat penegak hukum
karena menyangkut aspek akuntabilitas dan
integritas institusi penegak hukum.

Dengan demikian, pengaturan Justice Collaborator
pada dasarnya merupakan instrumen hukum untuk
membantu efektivitas pengungkapan tindak pidana,
tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan
prinsip keadilan, kepastian hukum, perlindungan
hak asasi manusia, serta hak korban.

B. Penerapan Hukum  terhadap  Justice
Collaborator dalam Perkara Pembunuhan
Berencana oleh Anggota Polri

Penerapan Justice Collaborator dapat dilihat dalam
perkara pembunuhan berencana yang melibatkan
Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sebagaimana
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tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Dalam perkara tersebut, Richard Eliezer Pudihang
Lumiu didakwa dengan dakwaan primair Pasal 340
KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai
pembunuhan berencana secara bersama-sama dan
dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP mengenai pembunuhan biasa
secara bersama-sama. Majelis Hakim menyatakan
unsur-unsur dalam dakwaan primair terbukti
sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan
tindak pidana turut serta dalam pembunuhan
berencana.

Meskipun  terdakwa  dinyatakan  bersalah,
kedudukan terdakwa sebagai Justice Collaborator
menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan
dalam proses pemidanaan. Terdakwa memberikan
keterangan mengenai rangkaian peristiwa pidana
dan pihak-pihak yang terlibat. Keterangan tersebut
membantu proses pengungkapan fakta perkara dan

menjadi bagian dari pembuktian di persidangan.

Status Justice Collaborator tidak menghapus
pertanggungjawaban pidana Richard Eliezer atas
perbuatannya. la tetap dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana. Namun, kerja sama, sikap
kooperatif, pengakuan, dan kontribusinya dalam
mengungkap perkara menjadi faktor yang
dipertimbangkan dalam menentukan pidana yang
dijatuhkan.

Penerapan  tersebut  menunjukkan  adanya
individualisasi pidana, yaitu pidana dijatuhkan
dengan  mempertimbangkan  peran, tingkat
kesalahan, keadaan pribadi, dan kontribusi masing-
masing pelaku. Dalam perkara yang melibatkan
beberapa pelaku, setiap pelaku tidak selalu
memiliki peran dan tingkat kesalahan yang sama
sehingga pertanggungjawaban pidananya perlu

dinilai secara proporsional.

Perkara Richard Eliezer juga menunjukkan
pentingnya Justice Collaborator dalam membantu
mengungkap tindak pidana yang melibatkan aparat
penegak hukum. Keterangan dari pelaku yang
bekerja sama dapat membantu mengungkap fakta
dan rangkaian peristiwa yang sebelumnya tidak
diketahui secara lengkap. Dengan demikian,
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mekanisme Justice Collaborator dapat mendukung
transparansi dan akuntabilitas dalam proses
penegakan hukum.

Namun demikian, penerapan Justice Collaborator
harus dilakukan secara selektif dan hati-hati. Status
tersebut tidak boleh diberikan hanya karena seorang
pelaku mengakui perbuatannya atau bersikap
kooperatif. Aparat penegak hukum harus
memastikan bahwa kerja sama yang diberikan
benar-benar memiliki kontribusi yang signifikan
terhadap pengungkapan tindak pidana. Keterangan
Justice Collaborator juga tetap harus diuji dengan
alat bukti lain yang sah agar tidak menimbulkan
kesalahan dalam penjatuhan pidana.

Berdasarkan =~ pembahasan  tersebut,  dapat
disimpulkan bahwa penerapan Justice Collaborator
dalam perkara Richard Eliezer Pudihang Lumiu
menunjukkan bahwa mekanisme tersebut dapat
digunakan sebagai instrumen untuk membantu
mengungkap tindak pidana yang kompleks. Pada
saat yang sama, mekanisme tersebut tetap
mempertahankan  pertanggungjawaban pidana
pelaku. Dengan kata lain, Justice Collaborator
bukan sarana untuk menghapus kesalahan pelaku,
melainkan mekanisme hukum yang memberikan
perlindungan dan penghargaan tertentu atas kerja
sama yang nyata dalam membantu proses

penegakan hukum.

Penerapan Justice Collaborator juga
memperlihatkan adanya upaya untuk
menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, penguatan
pengaturan, mekanisme penetapan, perlindungan,
serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan
LPSK diperlukan agar penerapan Justice
Collaborator dapat dilakukan secara objektif,
transparan, dan tidak disalahgunakan.

PENUTUP

Pengaturan mengenai Justice Collaborator
di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta
ketentuan hukum pidana lainnya yang memberikan
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perlindungan dan penghargaan bagi pelaku yang
bekerja sama mengungkap tindak pidana.
Pengaturan tersebut bertujuan membantu aparat
penegak hukum dalam

mengungkap kebenaran materiil, khususnya pada
tindak pidana serius dan terorganisasi seperti
pembunuhan berencana.

Penerapan Justice Collaborator dalam
perkara Richard Eliezer Pudihang Lumiu
menunjukkan bahwa status Justice Collaborator
dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
memberikan pidana yang lebih ringan kepada
pelaku yang kooperatif dan bukan pelaku utama.
Keterangan yang diberikan RE terbukti membantu
mengungkap fakta hukum dan keterlibatan pihak
lain dalam kasus pembunuhan berencana sehingga
mendukung terciptanya penegakan hukum yang
lebih adil dan transparan.
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